[ SALINAN ]

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 54 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BINJAI

Menimbang :

Mengingat :

a.

—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (5) peraturan pemerintah
Nomor 64 Tahun 2013, tentang standar akuntansi pemerintah
berbasis akrual pada pemerintah daerah, kebijakan akuntansi
pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan kepala
daerah;

bahwa dalam rangka penyempurnaan penyusunan laporan
keuangan berbasis akrual, perlu dilakukan perubahan
terhadap Peraturan Walikota Binjai Nomor 12 Tahun 2014
tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Binjai, terkait
pengaturan tentang investasi jangka panjang, penyisihan
investasi non permanen dana bergulir, nilai satuan minimum
kapitalisasi aset, dan masa manfaat aset tetap;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 12 Tahun
2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Binjai;

Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan.....
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Menetapkan :

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai,
Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3322);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai
(Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 22);
Peraturan Walikota Binjai Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Binjai (Berita Daerah
Kota Binjai Tahun 2014 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BINJAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 12 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai
Tahun 2014 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5A, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka penyusunan laporan
keuangan yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota
ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan

Walikota ini.

2.Ketentuan....

jdih.binjaikota.go.id



2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya Dltetapkan di Binjai
KEPALA BAGIAN HUKUM pada tanggal 6 Desember 2016
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

_ WALIKOTA BINJAI,

/st ttd

OTTO HARIANTO, SH
NIP. 19621229 198503 1 006
MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 6 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

ELYUZAR SIREGAR
BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2016 NOMOR 54
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